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FAKTUR PAJAK



Latar Belakang dan Tujuan

Menimbang

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
*

: Coretax DJP
Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk pembuatan Faktur Pajak,
mulai tanggal 1 Januari 2025, dilakukan menggunakan Coretax DJP.

. *
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
*

: PER-03/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022 dan PER-17/PJ/2019

Belum menampung ketentuan yang terkait dengan Faktur Pajak dalam rangka implementasi
Coretax DIJP.

* *
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
*

Memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, meningkatkan pelayanan, dan
melaksanakan pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan :
Perlu dilakukan penyesuaian ketentuan teknis mengenai Faktur Pajak dalam rangka
implementasi Coretax DJP. :

* .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pokok-Pokok Pengaturan

©
©

Ketentuan Umum

2 Pasal

Kewajiban dan Saat Pembuatan
Faktur Pajak
2 Pasal

Keterangan dalam Faktur Pajak dan
Ketentuan Pengisian Keterangan
dalam Faktur Pajak

7 Pasal

Bentuk dan Tata Cara Pembuatan
Faktur Pajak
8 Pasal

o

Tata Cara
Pembetulan/Penggantian dan
Pembatalan Faktur Pajak

3 Pasal

Faktur Pajak bagi PKP
Pedagang Eceran
5 Pasal

Persyaratan Formal dan Material
Faktur Pajak, Faktur Pajak Tidak
Lengkap, Faktur Pajak Terlambat
Dibuat, dan Faktur Pajak
Dianggap Tidak Dibuat

4 Pasal

Pelaporan Faktur Pajak

1 Pasal

o

o

Keadaan Kahar
1 Pasal

Ketentuan Lain-Lain

1 Pasal

Ketentuan Peralihan

5 Pasal

Ketentuan Penutup

1 Pasal
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Pokok-Pokok Perubahan

HEE B &

Aplikasi yang Digunakan
Modul e-Faktur dalam Coretax DJP [sebelumnya: aplikasi e-Faktur
dan aplikasi e-Faktur VAT Refund for Tourist].

Syarat PKP Dapat Membuat e-Faktur

Memiliki Sertifikat Elektronik/Kode Otorisasi dan akses pembuatan
Faktur Pajak [sebelumnya: memiliki Sertifikat Elektronik, akun PKP
yang telah diaktivasi, dan NSFP yang diberikan oleh DJP].

Alamat Tempat Kegiatan Usaha

Mandatory/optional pengisian alamat tempat kegiatan usaha yang
digunakan oleh PKP penjual untuk menyerahkan BKP/JKP atau
pembeli untuk menerima BKP/JKP [sebelumnya: hanya mandatory
untuk pembeli di kawasan/tempat tertentu yang berfasilitas].

Kode Transaksi

Penambahan kode transaksi 10 untuk penyerahan lainnya yang
PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan
penyerahan BKP/JKP [sebelumnya: kode transaksi 06].

Kode Status
Kode status untuk Faktur Pajak pengganti sebanyak 2 (dua) digit
[sebelumnya 1 (satu) digit].

Nomor Seri Faktur Pajak

Diberikan secara otomatis by system pada saat e-Faktur diunggah
(di-upload) ke DJP dan memperoleh persetujuan dari DJP
[sebelumnya: diberikan DJP melalui permintaan oleh PKP].

Batas Waktu Unggah (Upload) e-Faktur
Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal
pembuatan e-Faktur [sebelumnya: paling lambat tanggal 15].

PKP Toko Retail

Membuat Faktur Pajak menggunakan modul e-Faktur dalam Coretax
DJP [sebelumnya: membuat Faktur Pajak khusus menggunakan
aplikasi e-Faktur VAT Refund for Tourist].

Pemberitahuan Ekspor BKPTB/JKP

Membuat PEBKPTB dan PEJKP menggunakan modul e-Faktur dalam
Coretax DJP [sebelumnya: dibuat secara manual oleh PKP di luar
sistem DIJP].

Kesalahan Pengisian Identitas Pembeli

Tidak dapat dibuat Faktur Pajak pengganti, tetapi Faktur Pajak
harus dilakukan pembatalan dan ditindaklanjuti dengan
pembuatan Faktur Pajak baru yang mencantumkan identitas
pembeli yang benar [sebelumnya: tidak diatur].

Faktur Pajak Pengganti pasca Nota Retur/Pembatalan
Faktur Pajak pengganti dibuat dengan memperhitungkan nota
retur/pembatalan (nilai neto), dan retur BKP/pembatalan JKP
dianggap tidak terjadi [sebelumnya: tidak diatur].

Ketentuan Peralihan

Penggunaan aplikasi e-Faktur legacy, pembuatan Faktur Pajak
pengganti pasca nota retur/pembatalan, PKP tertentu pengguna
PER-13/PJ/2024, relaksasi Faktur Pajak.
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Pasal 30

Ketentuan Umum Faktur Pajak

% Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak
(JKP) wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dan membuat Faktur Pajak
sebagai bukti pungutan PPN.

% Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP.

s Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP wajib berbentuk Dokumen
Elektronik.

s PKP dapat melakukan pembetulan atau penggantian dan pembatalan Faktur Pajak.

s PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP
dengan karakteristik konsumen akhir dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan
mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual (Faktur Pajak eceran).

% Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.
% Faktur Pajak wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

s Faktur Pajak dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) dapat dibuat dalam hal terjadi keadaan kahar.
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Kewajiban dan Saat Pembuatan Faktur Pajak

PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
= penyerahan BKP;

= penyerahan JKP;

= ekspor BKP berwujud;

= ekspor BKP tidak berwujud; dan/atau

= ekspor JKP.

7 /
\’ ’

Pasal 31

Faktur Pajak harus dibuat pada:
* saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;

= saat penerimaan pembayaran dalam hal
penerimaan pembayaran terjadi sebelum
penyerahan BKP dan/atau JKP;

= saat penerimaan pembayaran termin dalam hal
penyerahan sebagian tahap pekerjaan;

= saat ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud,
dan/atau ekspor JKP; atau

= saat lain yang diatur berdasarkan PMK tersendiri.

Saat penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP
berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor
JKP dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

— Pasal 23 dan Pasal 24 PP-44/2022.
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Pasal 32

Faktur Pajak Gabungan

PKP dapat membuat Faktur Pajak gabungan: 9

= 1 (satu) Faktur Pajak (dengan kode transaksi yang sama) yang meliputi seluruh penyerahan yang
dilakukan kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

= Harus dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.

= Dalam hal terdapat pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya sebelum
penyerahan BKP dan/atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan, Faktur Pajak
gabungan tetap dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.

= Dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang wajib dibuat Faktur
Pajak dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) kode transaksi, PKP dapat membuat
Faktur Pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama, untuk
- tiap-tiap kode transaksi.

Contoh kasus pada Lampiran huruf D angka 1.a PER-11/2025

\m PENGECUALIAN:

Faktur Pajak gabungan tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang
mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut sesuai dengan
ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP ke dan/atau dari
kawasan/tempat tertentu.
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Contoh Pembuatan Faktur Pajak Gabungan (1/2)

Contoh 1:

Lampiran D.1.a.1)

PT A yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PT B dan menerima pembayaran dari PT B selama bulan September 2025
sebagai berikut:

Harga Jual/

4
11
18
19
25
26

30

Penyerahan BKP
Penyerahan BKP
Penyerahan BKP
Penerimaan pembayaran dari PT B atas penyerahan tanggal 4 September 2025
Penyerahan BKP

Penerimaan pembayaran uang muka dari PT B untuk penyerahan yang akan
dilakukan pada bulan Oktober 2025

Penyerahan BKP

1.000.000
1.500.000
2.000.000
1.000.000
2.500.000

250.000

3.000.000

Dicontohkan, BKP tersebut bukan BKP yang tergolong mewah dan atas penyerahannya dipungut PPN dengan besaran tertentu yang DPP-
nya menggunakan harga jual.
Dalam hal atas penyerahan tersebut hanya menggunakan 1 (satu) kode transaksi dan PT A memilih membuat Faktur Pajak gabungan
maka PT A wajib membuat Faktur Pajak gabungan pada tanggal 30 September 2025 yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan
dan pembayaran uang muka yang diterima pada bulan September 2022, yaitu dengan DPP sebesar Rp10.250.000,00 (Rp1.000.000,00 +
Rp1.500.000,00 + Rp2.000.000,00 + Rp2.500.000,00 + Rp250.000,00 + Rp3.000.000,00).

10
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Lampiran D.1.a.3)

Contoh Pembuatan Faktur Pajak Gabungan (2/2)

Contoh 2: 11
PT A yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada CV C sebagai berikut:

a. penjualan BKP yang tergolong mewah berupa peluru senjata api pada tanggal 2, 9, 16, 23, dan 30 September
2025; dan

b. pemberian cuma-cuma BKP berupa kotak penyimpanan peluru senjata api pada tanggal 4, 11, 18, dan 25
September 2025.

Berdasarkan data di atas maka PT A wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan kode transaksi 01 atas
penyerahan (penjualan) BKP berupa peluru senjata api dan kode transaksi 04 atas penyerahan (pemberian cuma-
cuma) BKP berupa kotak penyimpanan peluru senjata api. Dalam hal PT A memilih untuk membuat Faktur Pajak
gabungan maka PT A wajib membuat:

a. 1 (satu) Faktur Pajak gabungan pada tanggal 30 September 2025 dengan menggunakan kode transaksi 01 yang
meliputi seluruh penyerahan BKP berupa peluru senjata api yang dilakukan pada bulan September 2025; dan

b. 1 (satu) Faktur Pajak gabungan pada tanggal 25 September 2025 atau paling lambat tanggal 30 September 2025
dengan menggunakan kode transaksi 04 yang meliputi seluruh penyerahan BKP berupa kotak penyimpanan
peluru senjata api yang dilakukan pada bulan September 2025.
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Keterangan dalam Faktur Pajak

Pasal 33, 39

Keterangan minimal tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak: 12

nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP yang meliputi:
* nama, alamat, dan NPWP, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah;
* nama, alamat, dan NPWP atau NIK, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
* nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
* nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 UU PPh;

jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
PPN yang dipungut;
PPnBM yang dipungut;

kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

= pama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. s “
Catatan: ““_‘____ NIK mempunyai kedudukan yang sama dengan H}f/,

Dalam hal diperlukan, PKP dapat menambahkan NPWP dalam fangka .pembuatan Faktur Pajak M
keterangan lain dalam Faktur Pajak selain 1 d;"; pelggkred';agppjiato'\fjsuka”-

keterangan sebagaimana tersebut di atas. ' asal 27 ayat (3) PP-44/
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Tata Cara Pengisian Keterangan dalam Faktur Pajak (1/4) Lampiran 5.2
Identitas PKP Penjual BKP/Pemberi JKP

13
Identitas Utama Identitas Tambahan
Nama, Alamat, dan NPWP Alamat tempat kegiatan usaha yang diadministrasikan dalam sistem administrasi DJP
tempat pengukuhan PKP yang digunakan oleh PKP untuk menyerahkan BKP dan/atau JKP
a wajib diisi sesuai dengan lw { wajib diisi bagi PKP Toko Iw - w
nama, alamat, dan NPWP Retail atas penyerahan BKP .. : .
’ ’ PERyer dapat diisi bagi PKP selain
tempat pengukuhan PKP kepada Turis Asing yang .
: .. . ) PKP Toko Retail
yang diadministrasikan memberitahukan dan . .
. . . . (sifatnya optional)
dalam sistem administrasi menunjukkan paspor luar
\( DJP * J \negeri (sifatnya mandatory) ) " J
4 : z
I Faktur Pajak E I
T e e ————————— - |
: i. P ABC MOTOR DEALER w : :
Almmal  JALAN GATOT SUIBHOT O MO £00A
: : JAKARTA SELATAN J U e e e e e :
' - #0012145078012000000000 =
Kl dtan Nomor San Faltur Pk 0T00Z500012345878 ———————— === =============d * Dalam hal nama/alamat yang diadministrasikan dalam sistem
L 1 . .
| Pengusaa Kena Pajsk | administrasi DJP berbeda dengan nama/alamat yang sebenarnya/
Ipo=S==s=m=me= L L L L L L L L CL L L L L L L L L L L L L L L LT = sesungguhnya, WP harus mengajukan permohonan perubahan data
: I-J.""". ABC MOTOR | i-.:'-.i". B vt Zep st i an oo s sk e |8 agar nama/alamat yang diadministrasikan dalam sistem administrasi
R e ,'_!_",;!r:'... wrepe-dd- e Lo AT/ BT TS i DJP sesuai dengan keadaan yang sebenarnya/sesungguhnya.
1| NPT 00 1 23S TE0 2000 |
L “VEmOeE Tarang Kons D aan Teranmn Jass Kona Taak T EEsEsssssses I'I —— www.pajak.go.id




Lampiran D.1.b.2).a)

Contoh Pengisian Identitas PKP Penjual BKP/Pemberi JKP (1/2)

Contoh bagi PKP selain PKP Toko Retail: 14

PT CB merupakan PKP yang melakukan penyerahan BKP. PT CB bertempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 42G, Senayan,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. PT CB mempunyai tempat kegiatan usaha yang salah satunya beralamat di Jalan Cut Mutia
No. 125C, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi 17114. Tempat kegiatan usaha tersebut melakukan penyerahan BKP kepada Pembeli
BKP.
Atas penyerahan BKP yang dilakukan oleh PT CB melalui tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha tersebut, PT CB
wajib membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan identitas penjual sebagai berikut:
a. nama diisi dengan nama PT CB;
b. NPWP diisi dengan NPWP PT CB yang terdaftar sesuai dengan tempat kedudukannya; dan
c. alamat diisi dengan alamat tempat kedudukan PT CB, yaitu Jalan Gatot Subroto No. 42G, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan 12190.
Dalam hal PT CB melakukan penyerahan BKP melalui tempat kegiatan usaha yang berlokasi di Jalan Cut Mutia No. 125C,
Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi 17114, maka selain mencantumkan identitas penjual sebagaimana dimaksud pada angka
romawi |, PT CB dapat mencantumkan juga alamat tempat kegiatan usaha yang digunakan untuk melakukan penyerahan BKP,
yaitu Jalan Cut Mutia No. 125C, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi 17114.

Isian default ~ Faktur Pajak Faktur Pajak
by system, ,;"-,—.,— ---------------- | e
sl g . wva CB . e Nama
Wajib diisi tetapi dapat‘__J Alamat  JALAN GATOT SUBROTO NO._42G Tidak wajib diisi <“-- I Alamat - JALAN CUT MUTIA NO. 125C. MARGAHAY!
A disesuaikan 1 SENAYAN, KEBAYORAN BARL JAKARTA | (5/fatnya optjona/) i %5'»‘«.’\1 IKP.H IR BEKASI 17114 |
1 1 SELATAN 129108001 234567801 2000000000 : 1 00123456780 $2000000001 :
Kooe dan | ‘((-nlﬂOl Sen Faktur Pajak: 047002600012 < U1 7 T J ng-— dan Nomor Sa0 Fakiur Pajak pa7OOZSODOYZ3ASETR T J
R e e e e e e e e e e e EEECEELsss s B R e e e e e e e e = -
1 Panqusana Kena Paak 1 1 ’ Fengusaha Kena Paja
1 : 1|
1 : 1
darT R 1] Nama Lo
: Jama ALAN GA I Su ! l NAYAN Ki Y ORAN BAS KART LATA 1 1 Alamat IALAN GATOT SUBROTO NO 42G SENAYAN KEBAYORAN BARL, JAKARTA SELATAN |
| 12610 1 12910
1| | NPWi )0 123456781 : L NFY 00 1120

- al i
S NN RN NN SN SN NN SN SN RN SN SN SN NN SN SN RN SN SN SN NN SN SN SN SN SN SN NN SN SN RN SN SN SN NN SN SN RN SN SN NN NN SN SN N S S



Lampiran D.1.b.1)

Contoh Pengisian Identitas PKP Penjual BKP/Pemberi JKP (2/2)

Contoh bagi PKP Toko Retail:

PT CA merupakan PKP Toko Retail yang melakukan penyerahan BKP kepada Turis Asing yang memberitahukan dan menunjukkan
paspor luar negeri ke PT CA. PT CA bertempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 42E, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan 12190. PT CA mempunyai tempat kegiatan usaha berupa toko retail yang salah satunya beralamat di Jalan Raya Legian
No. 100, Kuta, Badung 80361, Bali, yang melakukan penyerahan BKP kepada Turis Asing yang memberitahukan dan menunjukkan
paspor luar negeri kepada toko retail PT CA tersebut.

Atas penyerahan BKP tersebut, PT CA wajib membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan identitas penjual sebagai berikut:

a. nama diisi dengan nama PT CA;
NPWP diisi dengan NPWP PT CA yang terdaftar sesuai dengan tempat kedudukannya;

c. alamat diisi dengan alamat tempat kedudukan PT CA, yaitu Jalan Gatot Subroto No. 42E, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan 12190; dan

d. alamat tempat kegiatan usaha diisi dengan alamat toko retail yang melakukan penyerahan BKP kepada Turis Asing yang
memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri, yaitu Jalan Raya Legian No. 100, Kuta, Badung 80361, Bali.

Faktur Pajak
iMama cA v I _ _
| Alamat - JAUAN RAYA LEGIAN NO. 100, KUTA [ S > Wajib diisi alamat tempat kegiatan usaha (toko retail)
., :________"__ '__,______ _________ L tempat dilakukannya penyerahan BKP (sifatnya mandatory)
J Kode dan Nomor Ser Fakiur Pajok. 037002500012345678 l

=== Wajib diisi alamat tempat kedudukan

[e=——————
-
) 85| %

-~
<
3
<
-
-
-

e S oL

15
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Tata Cara Pengisian Keterangan dalam Faktur Pajak (2/4)

Identitas Pembeli BKP/Penerima JKP

Identitas Umum

Nama, Alamat, dan
NPWP/NIK/nomor paspor

O

wajib diisi sesuai dengan nama,
alamat, NPWP, NIK, dan nomor
paspor yang sebenarnya atau
sesungguhnya

nama dan alamat dapat diisi sesuai
dengan nama dan alamat yang
diadministrasikan dalam sistem
administrasi DJP *

* Dalam hal nama/alamat yang diadministrasikan
dalam sistem administrasi DJP berbeda dengan
nama/alamat yang sebenarnya/sesungguhnya,
WP harus mengajukan permohonan perubahan
data agar nama/alamat yang diadministrasikan
dalam sistem administrasi DJP sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya/sesungguhnya.

Identitas Khusus

Pasal 34
Lampiran D.3.c

Alamat tempat kegiatan usaha yang menerima BKP dan/atau JKP

&

&

Bagi subjek pajak dalam negeri, w

wajib diisi

dalam hal penyerahan BKP

dan/atau JKP dilakukan kepada Pembeli
BKP dan/atau Penerima JKP dengan kondisi:

a.

BKP dan/atau JKP dikirimkan/diserahkan
ke tempat kegiatan usaha yang berada
di kawasan/tempat tertentu vyang
mendapat fasilitas PPN atau PPN dan
PPnBM tidak dipungut yang berbeda
dengan tempat tinggal/kedudukan
Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP;
dan

penyerahan BKP  dan/atau  JKP
merupakan penyerahan yang mendapat
fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak
dipungut.

(sifatnya mandatory)

16

dapat diisi dalam hal penyerahan BKP dan/atau w

JKP dilakukan kepada Pembeli BKP dan/atau
Penerima JKP dengan kondisi BKP dan/atau JKP
dikirimkan/diserahkan ke tempat kegiatan usaha
yang berbeda dengan tempat tinggal/kedudukan
Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang:

a. berada di kawasan/tempat tertentu vyang
mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM
tidak dipungut, tetapi penyerahan dimaksud
tidak mendapat fasilitas PPN atau PPN dan
PPnBM tidak dipungut; atau

b. tidak berada di kawasan/tempat tertentu
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

yang berbeda dengan tempat tinggal/kedudukan

Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP.

(sifatnya optional)
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Lampiran D.1.c.3)

Contoh Pengisian Identitas Pembeli BKP/Penerima JKP (1/2)

Contoh penyerahan ke kawasan/tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut: 17

Pada bulan Oktober 2025, PT D yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PT G yang bertempat
kedudukan di Jalan T.M.P. Kalibata No. 100G, RT 60/RW 70, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12750.

PT G terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Satu dengan NPWP 0019999999091000. PT G mempunyai tempat kegiatan
usaha yang berada di kawasan berikat yang atas penyerahannya mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, yang
beralamat di Jalan Raya Semarang Kendal KM 12, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Semarang 50181 dengan
Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) 0019999999091000000001.

Dalam hal atas penyerahan BKP tersebut, BKP dikirimkan ke alamat tempat kegiatan usaha PT G dan mendapat

fasilitas PPN tidak dipungut maka PT D wajib membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan identitas Pembeli BKP

sebagai berikut:

a. nama diisi dengan nama PT G;

b. NPWP diisi dengan NPWP PT G yang terdaftar sesuai dengan tempat kedudukannya, yaitu 0019999999091000;
dan

c. alamat diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha PT G yang menerima BKP, yaitu Jalan Raya Semarang Kendal
KM 12, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Semarang 50181 (sifatnya mandatory).
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Lampiran D.1.c.4)

Contoh Pengisian Identitas Pembeli BKP/Penerima JKP (2/2)

Contoh penyerahan ke selain kawasan/tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut: 18

Pada bulan Oktober 2025, PT D yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PT CD yang bertempat
kedudukan di Jalan T.M.P. Kalibata No. 100H, RT 60/RW 70, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12750.

PT CD terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Satu dengan NPWP 0018888888091000. PT CD mempunyai tempat kegiatan
usaha yang berada di Jalan Jalur Sutera Bar No. 3Z, Panunggangan Timur, Pinang, Tangerang 15143 dengan Nomor
Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) 0018888888091000000001.

Dalam hal atas penyerahan BKP tersebut, BKP dikirimkan ke alamat tempat kegiatan usaha PT CD maka PT D wajib
membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan identitas Pembeli BKP sebagai berikut:
a. nama diisi dengan nama PT CD;
b. NPWP diisi dengan NPWP PT CD yang terdaftar sesuai dengan tempat kedudukannya, yaitu 0018888888091000;
dan
c. alamat diisi dengan:
1. alamat tempat kedudukan PT CD, yaitu Jalan T.M.P. Kalibata No. 100H, RT 60/RW 70, Duren Tiga, Pancoran,
Jakarta Selatan 12750; atau
2. alamat tempat kegiatan usaha PT CD yang menerima BKP, yaitu Jalan Jalur Sutera Bar No. 3Z, Panunggangan
Timur, Pinang, Tangerang 15143 (sifatnya optional).
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Pasal 35

Tata Cara Pengisian Keterangan dalam Faktur Pajak (3/4) Lampiran D.3.d

Jenis Barang/Jasa 19

Ketentuan umum:
= Wajib diisi dengan keterangan yang sebenarnya/sesungguhnya mengenai BKP/JKP yang diserahkan.
Ketentuan khusus:

=  Untuk penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor baru untuk dilakukan registrasi kendaraan bermotor baru sesuai ketentuan yang berlaku, PKP
dealer harus mencantumkan keterangan berupa merek, tipe, varian, dan nomor rangka.

= Untuk penyerahan BKP berupa tanah dan/atau bangunan diisi dengan keterangan yang paling sedikit memuat informasi berupa alamat
lengkap tanah dan/atau bangunan dimaksud.

= Untuk penyerahan BKP ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas - ditambah HS Code.

Ketentuan lain:

= Kolom “Kode Barang/Jasa” diisi dengan kode barang dalam hal penyerahan BKP atau kode jasa dalam hal penyerahan JKP sesuai dengan yang
tersedia dalam modul e-Faktur. Dalam hal PKP tidak mempunyai kode barang/jasa, kolom tersebut dapat diisi “000000” atau dikosongkan.

= Dalam hal diterima uang muka, termin, atau angsuran, kolom ini ditambah dengan keterangan, misalnya uang muka, termin, atau angsuran, atas
penyerahan BKP dan/atau JKP.
Contoh:
Penerimaan uang muka sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembelian 1 unit komputer merek ABC dengan harga jual sebesar Rp5.000.000,00. Dengan
demikian, kolom “Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak” diisi dengan “Uang muka sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembelian komputer merek
ABC dengan harga jual sebesar Rp5.000.000,00".
Pada saat dibuat Faktur Pajak atas pelunasan pembelian komputer merek ABC, kolom “Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak” diisi dengan
“Pelunasan sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembelian komputer merek ABC dengan harga jual sebesar Rp5.000.000,00”.

= Dalam hal diketahui jumlah unit atau satuan tertentu lainnya, PKP harus menambahkan keterangan jumlah unit atau satuan tertentu lainnya
tersebut atas BKP dan/atau JKP yang diserahkan.
Contoh:
Penjualan komputer merek ABC sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga jual sebesar Rp5.000.000,00 per unit. Dengan demikian, kolom “Nama Barang
Kena Pajak/Jasa Kena Pajak” diisi dengan “Komputer merek ABC sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga jual sebesar Rp5.000.000,00 per unit”.
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Pasal 36, 37, 38

Tata Cara Pengisian Keterangan dalam Faktur Pajak (4/4) Lampiran D22 & D 3.
20

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
m » nilai pada jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang telah

diterima;

= nilai lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

= nilai tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang menjadi dasar
penghitungan PPN yang dipungut dan disetor dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) UU PPN.

PPN yang Dipungut PPnBM yang Dipungut
= tarif PPN Pasal 7 ayat (1) UU PPN x DPP; Hanya diisi apabila terjadi penyerahan BKP yang
= tarif PPN selain tarif PPN Pasal 7 ayat (1) UU PPN x DPP; atau tergolong mewah, yaitu sebesar tarif PPnBM yang
= besaran tertentu PPN berdasarkan Pasal 9A ayat (1) UU PPN. berlaku dikalikan dengan DPP.
Kode dan NSFP Tanggal Pembuatan Faktur Pajak
Total 17 digit: Diisi dengan tanggal Faktur Pajak dibuat.

= 2 digit kode transaksi;

= 2 digit kode status; danw

= 13 NSFP.

Nama dan Penanda Tangan Faktur Pajak
= Nama diisi sesuai KTP/paspor yang berlaku.
= Telah didaftarkan sebagai penanda tangan Faktur Pajak pada modul dalam Portal Wajib Pajak (“Portal Saya”).w
= PKP dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) pejabat/pegawai untuk menandatangani e-Faktur.

- Termasuk pejabat/pegawai di tempat kegiatan usaha.

® Tanda tangan berupa Tanda Tangan Elektronik.
—— www.pajak.go.id



Pasal 129

Pembulatan Jumlah DPP, PPN, dan PPnBM ameien D20

Jumlah DPP, PPN, dan PPnBM dibulatkan ke rupiah penuh dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:

. Dibulatkan ke bawah ]
. Dibulatkan ke atas %

Contoh pembulatan dan penulisan jumlah DPP:
= Harga jual sebesar Rp10.000.100,49 (sepuluh juta seratus koma empat sembilan rupiah) maka kolom “Dasar Pengenaan Pajak”

diisi sebesar Rp10.000.100,00 (sepuluh juta seratus rupiah).
= Harga jual sebesar Rp15.000.200,50 (lima belas juta dua ratus koma lima nol rupiah) maka kolom “Dasar Pengenaan Pajak” diisi

sebesar Rp15.000.201,00 (lima belas juta dua ratus satu rupiah).

Contoh pembulatan dan penulisan jumlah PPN:
= PPN sebesar Rp1.500.000,49 maka kolom “Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)” diisi sebesar Rp1.500.000,00.
= PPN sebesar Rp1.900.000,50 maka kolom “Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)” diisi sebesar Rp1.900.001,00.

Contoh pembulatan dan penulisan jumlah PPnBM:

= PPnBM sebesar Rp1.200.000,49 maka kolom “Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)” diisi sebesar
Rp1.200.000,00.

= PPnBM sebesar Rp3.800.000,50 maka kolom “Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)” diisi sebesar
Rp3.800.001,00.

21
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Contoh Pengisian DPP dan PPN dalam Faktur Pajak

= DPP normal: 22
Penyerahan kendaraan bermotor baru dengan Harga Jual sebesar Rp200.000.000,00 yang PPN-nya dipungut
dengan tarif 12%.

= DPP Nilai Lain:
Pemakaian sendiri kendaraan bermotor baru dengan Harga Jual sebesar Rp200.000.000,00 dan laba kotor
sebesar Rp20.000.000,00 yang PPN-nya dipungut dengan tarif 12%.

= Besaran Tertentu PPN:
Penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan Harga Jual sebesar Rp200.000.000,00 yang PPN-nya dipungut
dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari Harga Jual.

Dari ketiga contoh di atas maka pengisian DPP dan PPN dalam Faktur Pajak yaitu sebagai berikut:

Harga Jual 200.000.000 200.000.000 200.000.000
DPP *200.000.000 *%165.000.000 *#%200.000.000

PPN 24.000.000 19.800.000 2.200.000

*  Sesuai Pasal 2 PMK-131/2024.
** Sesuai Pasal 2 PMK-75/2010 s.t.d.t.d. Pasal 4 PMK-11/2025:11/12 x (Rp200.000.000,00 — Rp20.000.000,00).

*** Sasyai Pasal 2 PMK-65/2022 s.t.d.d. Pasal 16 PMK-11/2025.
] WWW.pajak.gO.id



Kode Transaksi dalam Faktur Pajak

01 Penyerahan BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan
penyerahan BKP/JKP.

Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN Instansi Pemerintah yang PPN/PPnBM-
m nya dipungut oleh Instansi Pemerintah.
Penyerahan BKP/JKP kepada:
m a. pemungut PPN lainnya (selain Instansi Pemerintah) yang PPN/PPnBM-nya
dipungut oleh pemungut PPN lainnya; dan
b. pembeli BKP atau penerima JKP termasuk pemungut PPN sebagaimana dimaksud
pada huruf a, yang seluruh PPN/PPnBM-nya dipungut oleh Pihak Lain ¢fm. Pasal
32A UU KUP.

Penyerahan BKP/JKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain ¢cfm. Pasal 8A ayat (1) UU
m PPN yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.

Penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu cfm. Pasal 9A
m ayat (1) UU PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.

Penyerahan BKP kepada turis yang memberitahukan dan menunjukkan paspor Iuar.w
negeri kepada PKP Toko Retail yang berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN
kepada turis asing yang PPN-nya dipungut oleh PKP Toko Retail.

Penyerahan BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut
atau ditanggung pemerintah.

Penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan
PPN/PPnBM.

Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan c¢fm. Pasal 16D UU PPN yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang
melakukan penyerahan BKP.

Penyerahan lainnya yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukanw
10 penyerahan BKP/JKP (menggunakan tarif selain Pasal 7 ayat (1) UU PPN.

Kode Transaksi

Termasuk
07/08?

lTidak

Termasuk
02/03?

lTidak

Termasuk
06/10?

lTidak

Termasuk
09?

lTidak

Termasuk
04/05?

Tidak

Pasal 37

Lampiran D.2.b

Ya
Ya m
s

Urutan Prioritas Penggunaan Kode Transaksi

23

>

-
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Pasal 36

Transaksi yang Menggunakan Mata Uang Asing
24

Dalam hal penyerahan BKP/JKP dilakukan dengan

menggunakan mata uang asing, penghitungan
PPN/PPnBM terutang harus dikonversi ke dalam

satuan mata uang Rupiah menggunakan kurs yang
ditetapkan dalam KMK yang berlaku pada saat
Faktur Pajak seharusnya dibuat

¢ Untuk Faktur Pajak pengganti, kurs yang
digunakan yaitu kurs yang ditetapkan dalam
KMK yang berlaku pada saat Faktur Pajak
vang diganti pertama kali seharusnya dibuat.

www.pajak.go.id



Bentuk Faktur Pajak dan Aplikasinya

Pasal 40, 41, 47

FAKTUR PAJAK: |

25

berbentuk dokumen elektronik; |

dibuat menggunakan modul dalam Portal WP atau
laman/aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem
administrasi DJP; dan

dicantumkan tanda tangan elektronik.

m PENGECUALIAN:

Faktur Pajak atas:
= penyerahan BKP/JKP kepada pembeli BKP/penerima JKP dengan
karakteristik konsumen akhir cfm. Pasal 13 ayat (5a) UU PPN (eceran); dan

= penyerahan BKP/JKP dan/atau ekspor BKP/BKP tidak berwujud/ JKP, yang
bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya
dipersamakan dengan Faktur Pajak cfm. Pasal 13 ayat (6) UU PPN
(dokumen tertentu); dan

- dibuat sesuai dengan peraturan terkait.

Modul e-Faktur

= Portal Wajib Pajak (Coretax DJP)-.%.

» Laman/aplikasi lain yang terintegrasi

dengan sistem administrasi DJP
melalui  Penyedia Jasa  Apliaksi
Perpajakan (PJAP).

PKP di TLDDP, TPB, atau KEK wajib
membuat e-Faktur atas penyerahan
BKP kepada pembeli BKP di Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas.

= PKP Toko Retail wajib membuat e-Faktur atas penyerahan BKP kepada turis asing cfm. Pasal 16E UU PPN (VAT refund). W
= Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas ekspor BKP tidak berwujud dan/atau W

eskpor JKP wajib dibuat menggunakan modul e-Faktur.

www.pajak.go.id



Faktur Pajak
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Tampilan e-Faktur dalam Bentuk PDF atau Cetakan Kertas Pasal 40

26

e-Faktur

Tidak Wajib
Dicetak
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Syarat PKP Dapat Membuat e-Faktur pasal 42

27
Memiliki:
= Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi; dan
= akses pembuatan Faktur Pajak pada Modul e—Faktur.W

Permintaan dan pemberian Sertifikat Elektronik dan Kode Otorisasi serta
pemberian akses pembuatan Faktur Pajak dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

—> Pasal 8-9 PMK-81/2024, PER-7/PJ/2025

www.pajak.go.id



Pasal 43

Nomor Seri Faktur Pajak

28

Nomor Seri Faktur Pajak diberikan secara otomatis |
pada saat e-Faktur diunggah (di-upload) ke Direktorat
Jenderal Pajak menggunakan modul e-Faktur dan
memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

www.pajak.go.id



Batas Waktu Unggah (Upload) e-Faktur pasl

29
e-Faktur wajib diunggah (di-upload) menggunakan modul |

e-Faktur untuk memperoleh persetujuan DJP. |

e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan DJP

/ - BUKAN FAKTUR PAJAK UPLOAD

PALING LAMBAT
Syarat untuk memperoleh persetujuan DJP:

= e-Faktur diunggah (di-upload) dalam jangka waktu paling w

TANGGAL 20

lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal BULAN BERIKUTNYA

pembuatan e-Faktur. setelah tanggal e-Faktur

Contoh kasus pada Lampiran huruf D angka 1.d PER-11/2025

] WWW.pajak.gO.id



Contoh Kasus Batas Waktu Upload e-Faktur oL

Contoh 1: 30
PT H yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 11 September 2025. PT H membuat e-Faktur

pada tanggal 11 September 2025 menggunakan modul e-Faktur dengan mengisi kolom tanggal Faktur Pajak 11
September 2025. Namun, e-Faktur tersebut baru diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan
menggunakan modul e-Faktur pada tanggal 14 Oktober 2025.

Dengan demikian, e-Faktur yang dibuat dan diunggah (di-upload) oleh PT H tersebut dapat diberikan persetujuan

dari DJP karena diunggah (di-upload) ke DJP dalam jangka waktu paling lama tanggal 20 Oktober 2025.

Contoh 2:

PT H yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 18 September 2025. PT H membuat e-Faktur
pada tanggal 18 September 2025 menggunakan modul e-Faktur dengan mengisi kolom tanggal Faktur Pajak 18
September 2025. Namun, e-Faktur tersebut baru diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan
menggunakan modul e-Faktur pada tanggal 21 Oktober 2025.

Dengan demikian, DJP tidak memberikan persetujuan (me-reject) atas e-Faktur yang diunggah (di-upload) tersebut
karena diunggah (di-upload) setelah tanggal 20 Oktober 2025.

—> e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP (di-reject) tersebut bukan merupakan Faktur Pajak.

] WWW.pajak.gO.id



Faktur Penjualan sebagai e-Faktur pasal

31

Faktur penjualan (invoice) yang diterbitkan oleh PKP
termasuk dalam pengertian e-Faktur sepanjang:

= dicantumkan keterangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 PER-11/2025; dan

S
W
AN
WA

\

= diunggah (di-upload) dengan menggunakan modul
e-Faktur yang terdapat dalam laman/aplikasi lain
yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP
melalui PJAP dan memperoleh persetujuan dari DJP,

paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah ﬁ'
\\\\\\ tanggal pembuatan e-Faktur.

N\ \\\\\i
SN
A\
\
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Pasal 46

Cap/Keterangan Fasilitas PPN/PPnBM
32

PPN ATAU PPN & PPnBM
TIDAK DIPUNGUT i

Harus diberikan keterangan melalui modul

e-Faktur mengenai:

PPN ATAU PPN & PPnBEM = PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut,
DIBEBASKAN dibebaskan, atau ditanggung pemerintah; dan

= peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan yang mendasarinya.

PPN ATAU PPN & PP“BM Jumiah PEN (Faek Fertembanan Nia) 35 00O D000 g
DITANGGUNG PEMERINTAH T T T R
s u": I‘- -
S| W
GRS IS
I ....‘,...:.‘ ‘.t...-_...._. '

fenee
e b 'vv--m” w—vw.«—“—-—
- -
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Tata Cara Pembetulan/Penggantian Faktur Pajak (1/2)

Pembetulan/Penggantian

Salah dalam pengisian/penulisan *
sehingga tidak memuat keterangan
yang benar, lengkap, dan jelas.

* Kesalahan dalam E
pengisian/penulisan tidak
termasuk kesalahan dalam
pengisian/penulisan
identitas Pembeli BKP

dan/atau Penerima JKP.

Dilakukan oleh PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan modul e-Faktur
atas permintaan pembeli BKP/penerima JKP atau kemauan sendiri.

Dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPN Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang
diganti masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan.

PKP Toko Retail tidak diperkenankan membuat Faktur Pajak pengganti atas penyerahan
BKP kepada Turis Asing dalam hal atas Faktur Pajak dimaksud telah diajukan
permintaan pengembalian PPN oleh Turis Asing dimaksud.

Kode status diisi 01 untuk Faktur Pajak pengganti ke-1, 02 untuk Faktur Pajak pengganti
ke-2, dan seterusnya.

Kode transaksi yang digunakan sesuai dengan jenis penyerahannya.
NSFP Faktur Pajak pengganti sama dengan NSFP Faktur Pajak yang diganti.
Tanggal Faktur Pajak pengganti yaitu tanggal pada saat Faktur Pajak pengganti dibuat.

Faktur Pajak pengganti dilaporkan dalam SPT Maa PPN pada Masa Pajak yang sama
dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti.

Dalam hal PKP penjual telah melaporkan Faktur Pajak yang diganti dalam SPT Masa PPN
maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan
untuk melaporkan Faktur Pajak pengganti.

Dalam hal PKP pembeli telah melaporkan Faktur Pajak yang diganti dalam SPT Masa
PPN maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN vyang
bersangkutan untuk melaporkan Faktur Pajak pengganti.

Pasal 48, 50
Lampiran D.5
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Tata Cara Pembetulan/Penggantian Faktur Pajak (2/2)

Faktur Pajak Pengganti pasca Nota Retur/Pembatalan atas Faktur Pajak yang Diganti @

Dalam hal Faktur Pajak pengganti dibuat setelah dibuat nota retur/pembatalan atas Faktur Pajak yang diganti, Faktur Pajak pengganti
dibuat dengan memperhitungkan nota retur/pembatalan dimaksud (nilai neto).

Contoh (lihat skema contoh kasus pada slide berikutnya):
PT Q yang merupakan PKP distributor peluru senjata api membuat Faktur Pajak dengan menggunakan modul e-Faktur pada tanggal 11 April 2025
atas penyerahan BKP berupa peluru senjata api sebanyak 1.000 butir kepada PT NA dengan harga jual Rp10.000,00 per butir, dengan
mencantumkan jumlah DPP sebesar Rp10.000.000,00 dan jumlah PPN sebesar Rp1.200.000,00.
Pada tanggal 16 Mei 2025, PT NA mengembalikan 100 butir peluru senjata api dengan membuat nota retur menggunakan modul e-Faktur.,
dengan mencantumkan nilai harga jual yang diretur sebesar Rp1.000.000,00 dan PPN yang diretur sebesar Rp120.000,00.
Pada tanggal 4 Juli 2025, PT Q melakukan pembetulan atau penggantian Faktur Pajak dengan membuat Faktur Pajak pengganti menggunakan
modul e-Faktur karena terdapat kesalahan pencantuman ukuran kaliber peluru senjata api dalam Faktur Pajak yang dibuat pada tanggal 11 April
2025. Dengan demikian, Faktur Pajak pengganti yang dibuat oleh PT Q pada tanggal 4 Juli 2025 tersebut sekaligus memperhitungkan nota retur
yang dibuat PT NA pada tanggal 16 Mei 2025, sehingga dalam Faktur Pajak pengganti, dicantumkan:

* DPP sebesar Rp9.000.000,00 yang merupakan hasil penghitungan dari harga jual semula sebesar Rp10.000.000,00 dikurangi dengan harga

jual dari peluru senjata api yang diretur sebesar Rp1.000.000,00; dan
* PPN sebesar Rp1.080.000,00 yang merupakan hasil penghitungan dari PPN semula sebesar Rp1.200.000,00 dikurangi dengan PPN dari peluru

senjata api yang diretur sebesar Rp120.000,00.

Dalam hal terhadap Faktur Pajak yang BKP-nya dikembalikan (diretur) dengan membuat nota retur atau JKP-nya dibatalkan dengan
membuat nota pembatalan, dilakukan pembetulan/penggantian dengan membuat Faktur Pajak pengganti maka pengembalian (retur)
BKP dan/atau pembatalan JKP dimaksud dianggap tidak terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

Dalam hal PKP yang membuat Faktur Pajak pengganti dan/atau PKP Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP telah melaporkan nota
retur/pembatalan dimaksud dalam SPT Masa PPN maka PKP dimaksud harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 48

Lampiran D.5.0,p,q
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Skema Contoh Kasus Pasal 48 ayat (7), (8), dan (9)
FP Normal, Nota Retur/Pembatalan, dan FP Pengganti via Modul e-Faktur Coretax

35
Modul e-Faktur Coretax Modul e-Faktur Coretax Modul e-Faktur Coretax
- Nl Faktur Pajak P ti
Faktur Pajak Normal aktur Pajak Pengganti
Retur/Pembatalan
11 April 2025 16 Mei 2025 4 Juli 2025
DPP : Rp10.000.000 DPP : Rp1.000.000 DPP : Rp9.000.000 ]_ Memperhitungkan Nota Retur/
PPN : Rp 1.200.000 PPN : Rp 120.000 PPN : Rp1.080.000 Pembatalan
= PKP Penjual melaporkan FP = PKP Penjual melaporkan = Retur BKP/pembatalan JKP tanggal 16 Mei 2025 dianggap tidak
normal sebagai PK pada SPT Nota Retur/Pembatalan terjadi. . - |
Masa PPN normal Masa sebagai pengurang PK pada Secara sistem, pengurangan PK dan PM pada Masa Pajak Mei
Pajak April 2025. SPT Masa PPN normal Masa 2025 dibatalkan (menjadi tidak ada pengurangan PK dan PM).
= PKP Pembeli melaporkan FP Pajak Mei 2025. = PKP Penjual harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN:
normal sebagai PM pada SPT = PKP Pembeli melaporkan * Masa Pajak April 2025 untuk melaporkan FP keluaran
Masa PPN normal Masa Nota Retur/Pembatalan penggantl'; dan -
Pajak April 2025. sebagai pengurang PM pada * Masa Pajak Mei 2025 untuk melaporkan pembatalan
SPT Masa PPN normal Masa pengurangan PK.
Pajak Mei 2025. » PKP Pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN:

* Masa Pajak April 2025 untuk melaporkan FP masukan
pengganti; dan

* Masa Pajak Mei 2025 untuk melaporkan pembatalan
pengurangan PM.
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Pasal 49, 50

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
36
= Dilakukan oleh PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan modul e-Faktur.
= Dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPN Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang
y \ dibatalkan masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan.
= Penyerahan BKP/JKP yang = PKP Toko Retail tidak diperkenankan melakukan pembatalan Faktur Pajak atas

penyerahan BKP kepada Turis Asing dalam hal atas Faktur Pajak dimaksud telah diajukan

transaksinya dibatalkan.
permintaan pengembalian PPN oleh Turis Asing dimaksud.

» Penyerahan barang/jasa yang

. . = Dalam hal pembatalan Faktur Pajak karena terjadi pembatalan transaksi, harus
seharusnya tidak dibuatkan

didukung bukti/dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan

\ e-Faktur. ) transaksi. _
= Dalam hal PKP yang membuat Faktur Pajak atau PKP Pembeli BKP dan/atau Penerimm

(. . w JKP:
Termasgk Faktur Paj.akyang * belum melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan dalam SPT Masa PPN sebagai
ha.rus d|bata!kan yaitu Faktur Faktur Pajak keluaran/masukan maka PKP dimaksud tidak perlu melaporkan Faktur
Pajak yang di dalamnya Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan; atau
terda.p.at kesalah.an d.alam. * telah melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan dalam SPT Masa PPN sebagai
peng|5|a.n/penullsan identitas Faktur Pajak keluaran/masukan maka PKP harus melakukan pembetulan SPT Masa
Pemb?l' BKP dan/atau PPN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

L Penerima JKP. ) di bidang perpajakan dengan tidak melaporkan Faktur Pajak yang telah dibatalkan

l tersebut dalam pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan.

Ditindaklanjuti dengan pembuatan Faktur Pajak baru yang mencantumkan

identitas Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang sebenarnya/sesungguhnya.
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Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran (1/3)

Penyerahan

Bukan Konsumen
Akhir

b B

BKP/JKP

Termasuk melalui PMSE

BKP/JKP

Termasuk melalui PMSE

Q-=————————

Konsumen Akhir

' Karakteristik Konsumen Akhir I

= pembeli barang dan/atau penerima  jasa
mengonsumsi secara langsung barang dan/atau jasa
yang dibeli/diterima; dan

* pembeli barang dan/atau penerima jasa tidak
menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau
jasa yang dibeli/diterima untuk kegiatan usaha.

= PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pembeli BKP/penerima JKP dengan

karakteristik konsumen akhir, termasuk yang dilakukan melalui PMSE, merupakan
PKP Pedagang Eceran.

- Tidak ditentukan berdasarkan KLU.

PKP Pedagang Eceran dapat membuat Faktur Pajak eceran atas penyerahan BKP/JKP
kepada konsumen akhir tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan
tanda tangan penjual.

Faktur Pajak eceran harus dibuat dengan mencantumkan keterangan yang paling
sedikit memuat:

* nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan BKP/JKP;

* jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;

* PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut; dan

* kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

Catatan:

* Nama, alamat, dan NPWP diisi sesuai dengan nama, alamat, NPWP tempat
pengukuhan PKP yang diadministrasikan dalam system administrasi DJP.
Selain nama, alamat, dan NPWP tersebut, dapat dicantumkan juga keterangan
berupa alamat tempat kegiatan usaha yang diadministrasikan dalam sistem
administrasi DJP yang digunakan oleh PKP untuk melakukan penyerahan BKP/JKP
(sifatnya optional).

* PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut dapat termasuk dalam harga jual atau
penggantian, atau dicantumkan secara terpisah dari harga jual atau penggantian.

* Kode dan nomor seri Faktur Pajak dapat ditentukan sendiri sesuai dengan
kelaziman usaha PKP pedagang eceran.

Pasal 51, 52
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Bentuk , Pengadaan, dan
Pembetulan/Pembatalan

Faktur Pajak eceran dapat berupa: bon kontan, faktur
penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda
bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis

— Dapat berbentuk dokumen elektronik.

Bentuk dan ukuran Faktur Pajak eceran disesuaikan dengan
kepentingan PKP pedagang eceran.

Pengadaan Faktur Pajak eceran dilakukan oleh PKP
pedagang eceran.

PKP pedagang eceran dapat melakukan pembetulan/
penggantian dan pembatalan Faktur Pajak sesuai dengan
kelaziman usaha PKP pedagang eceran.

Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran (2/3)

Peruntukan Lainnya

Faktur Pajak eceran dapat juga dibuat atas:

pemakaian sendiri BKP/JKP yang tidak berkaitan dengan
kegiatan produksi selanjutnya atau digunakan untuk
kegiatan yang tidak mempunyai hubungan langsung
dengan kegiatan usaha PKP yang bersangkutan; dan

pemberian cuma-cuma BKP/JKP kepada konsumen akhir.

penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas PPN
atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, dibebaskan dari
pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM, atau PPN dan/atau
PPnBM ditanggung pemerintah.

Catatan:

Faktur Pajak eceran dapat diberikan keterangan mengenai:

PPN dan/atau PPnBM tidak dipungut, dibebaskan, atau
ditanggung pemerintah; dan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
yang mendasarinya.

Pasal 53. 54
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Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran (3/3) pasal 55

39
a PENGECUALIAN “ BKP/JKP Tertentu
PKP Pedagang Eceran yang melakukan = Penyerahan dan penyewaan:
penyerahan BKP tertentu atau JKP » angkutan darat: kendaraan bermotor.
tertentu kepada Konsumen Akhir wajib  angkutan air: kapal pesiar, kapal ekskursi,
membuat e-Faktur. kapal feri, yacht.

* tanah/bangunan.

e angkutan udara: pesawat terbang, helikopter,
balon udara.

= Penyerahan:
* senjata api dan peluru senjata api.
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Pasal 56

Persyaratan Formal dan Material Faktur Pajak

40
Faktur Pajak harus memenubhi: ‘

!

Persyaratan Formal Persyaratan Material

Diisi secara benar, lengkap, dan jelas sesuai

dengan ketentuan: Berisi keterangan yang sebenarnya atau

= Pasal 13 ayat (5) UU PPN untuk Faktur sesungguhnya mengenai penyerahan BKP
Pajak lengkap; dan/atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor

= Pasal 13 ayat (5a) UU PPN untuk Faktur BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP,
Pajak eceran; atau atau pemanfaatan BKP tidak berwujud

= Pasal 13 ayat (6) UU PPN untuk dokumen dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah
tertentu yang kedudukannya Pabean di dalam Daerah Pabean.
dipersamakan dengan Faktur Pajak.
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Pasal 57, 58, 59

Faktur Pajak Tidak Lengkap, Terlambat Dibuat, dan Dianggap Tidak Dibuat

Tidak memenubhi
TIDAK LENGKAP oersyaratan formal TERLAMBAT DIBUAT
g

= e-Faktur tidak mencantumkan keterangan c¢fm. Pasal 33 Tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak melewati saat
PER-11/2025 Faktur Pajak atau Faktur Pajak PKP seharusnya Faktur Pajak dibuat.
pedagang eceran tidak mencantumkan keterangan cfm.
Pasal 52 ayat (2) PER-11/2025.

= Mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya DIANGGAP TIDAK DIBUAT
atau sesungguhnya. =

= Berisi keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Faktur Pajak dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak
pengisian keterangan cfm. PER-11/2025. saat Faktur Pajak seharusnya dibuat.

41

PKP yang membuat Faktur Pajak tidak lengkap, terlambat membuat Faktur Pajak, dan/atau
dianggap tidak membuat Faktur Pajak dikenai sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

v/

v

=

PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak lengkap dan/atau yang dianggap tidak
dibuat merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Contoh kasus pada Lampiran huruf D angka 1
huruf e, huruf f, dan huruf g PER-11/2025.
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LampiranD.1.e

Contoh Faktur Pajak Tidak Lengkap

/
0‘0

PT | merupakan PKP yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri (pabrikan) sepatu. Berdasarkan sistem administrasi DJP, diketahui PT | memiliki
NPWP 0034567891012000 dan bertempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 42G, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. Selain menjual
sepatu kepada distributor, PT | juga melakukan penjualan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir melalui toko retailnya yang bernama Toko
[-Sepatu.

PT | menjual sepatu kepada distributor CV CC yang bertempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 42B, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
12190. Namun, CV CC meminta agar sepatu tersebut dikirimkan ke tempat kegiatan usahanya yang beralamat di Jalan Kuda Laut No.1, Sungai Jodoh,
Batu Ampar, Batam 29444. Diketahui bahwa CV CC terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dengan NPWP 0045678901012000. Atas
penjualan sepatu tersebut, mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut dan PT | membuat Faktur Pajak dengan mancantumkan identitas Pembeli BKP
sebagai berikut:

Nama : CC

Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 42B, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190

NPWP : 0045678901012000

Dengan demikian, PT | membuat Faktur Pajak yang diisi secara tidak lengkap karena Faktur Pajak tidak mencantumkan alamat Jalan Kuda Laut No.1,
Sungai Jodoh, Batu Ampar, Batam 29444, tetapi mencantumkan alamat Jalan Gatot Subroto No. 42B, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
12190.

PT | menjual sepatu kepada konsumen akhir Nyonya Ayu melalui Toko I-Sepatu. Atas penjualan sepatu tersebut, PT | membuat Faktur Pajak bagi PKP
pedagang eceran berupa faktur penjualan dengan mencantumkan identitas penjual BKP sebagai berikut:

Nama o

Alamat : -

NPWP  : 0034567891012000

Dengan demikian, PT | membuat Faktur Pajak yang diisi secara tidak lengkap karena tidak mencantumkan alamat PT I.

PT IA menjual mobil baru 1.500 cc kepada CV J dengan harga jual sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). CV J mempunyai Nomor Pokok Wajib
Pajak 0723456789012000 dan beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 42D, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. Atas penjualan mobil 1.500 cc
tersebut, PT IA membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan kode transaksi 04 pada isian kode dan Nomor Seri Faktur Pajak. Dengan demikian, PT IA
membuat Faktur Pajak yang diisi secara tidak lengkap karena Faktur Pajak mencantumkan kode transaksi 04, seharusnya kode transaksi 01.

42
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Contoh Faktur Pajak Terlambat Dibuat dan Tidak Terlambat Dibuat

Contoh 1: 43

PT K yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada CV L yang Faktur Pajaknya seharusnya dibuat pada
tanggal 11 September 2025. PT K membuat Faktur Pajak pada tanggal 12 September 2025 dengan mengisi kolom
tanggal Faktur Pajak 12 September 2025. Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang terlambat dibuat.

= PT K dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.

= Dalam hal CV L merupakan PKP maka PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh 2:

PT H yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 11 September 2025. PT H membuat e-Faktur
pada tanggal 11 September 2025 menggunakan modul e-Faktur dengan mengisi kolom tanggal Faktur Pajak 11
September 2025. Namun, e-Faktur tersebut baru diunggah (di-upload) ke DJP dengan menggunakan modul e-Faktur
pada tanggal 14 Oktober 2025.

Faktur Pajak yang dibuat oleh PT H tersebut bukan merupakan Faktur Pajak yang terlambat dibuat karena meskipun
diunggah (di-upload) ke DJP dan memperoleh persetujuan dari DJP pada tanggal 14 Oktober 2025, tetapi tanggal
pembuatan Faktur Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut sama dengan tanggal saat Faktur Pajak
seharusnya dibuat, yaitu tanggal 11 September 2025.

Lampiran D.1.f
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Contoh Faktur Pajak Dianggap Tidak Dibuat

CV M yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PT N yang Faktur Pajaknya seharusnya dibuat 44

pada tanggal 19 September 2025. Namun, tanggal pembuatan Faktur Pajak yang tercantum dalam Faktur
Pajak yaitu 19 Desember 2025.

Dengan demikian, Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dianggap tidak dibuat karena dibuat
setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, yaitu setelah melewati
tanggal 18 Desember 2025.

= CV M dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.

= Dalam hal PT N merupakan PKP maka PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak
Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

LampiranD.1.g
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Kewajiban Pelaporan Faktur Pajak

45

= PKP yang membuat Faktur Pajak wajib melaporkan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN
pada Masa Pajak yang sama dengan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

= PKP yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan Faktur Pajak dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 60, 124
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Pasal 61
Lampiran D.7

Keadaan Kahar

Keadaan Kahar: 46
Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatanw

tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang meliputi bencana alam,
bencana nonalam, dan bencana sosial, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

= Dalam keadaan kahar, PKP diperkenankan membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy).

* Format dan tata cara penggunaan kode dan NSFP untuk Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) sama dengan
format dan tata cara penggunaan kode dan NSFP sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D angka 2 PER-
11/2025, kecuali ditetapkan lain oleh Direktur Jenderal Pajak.

= Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) dibuat paling sedikit untuk pembeli BKP/penerima JKP dan arsip PKP
penjual.

= Dalam hal terjadi keadaan kahar dan terhadap Faktur Pajak perlu dilakukan pembetulan atau penggantian,
Faktur Pajak pengganti dibuat berbentuk kertas (hardcopy).

= Dalam hal keadaan kahar telah berakhir, data Faktur Pajak dalam bentuk kertas (hardcopy) waijib
direkam dan di-upload menggunakan modul e-Faktur untuk memperoleh persetujuan DJP.
Jangka waktu perekaman dan pengunggahan (peng-upload-an) Faktur Pajak dalam bentuk formulir.%-
kertas (hardcopy) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
= Dalam hal terjadi keadaan kahar dan terhadap Faktur Pajak perlu dilakukan pembatalan,
pembatalan Faktur Pajak direkam pada modul e-Faktur pada saat keadaan kahar ditetapkan telah

berakhir oleh Direktur Jenderal Pajak.
= Batas waktu upload e-Faktur paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya tidak berlaku.

= Contoh format Faktur Pajak dalam bentuk kertas (hardcopy) pada Lampiran huruf D angka

' 7 PER-11/2025. . .
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Ketentuan Lain-Lain

? )

f‘i o
n

e-Faktur yang telah diunggah (di-upload) ke DJP dengan menggunakan modul e-
Faktur dan telah memperoleh persetujuan dari DJP merupakan Faktur Pajak
yang dibuat oleh PKP.

Pengkreditan Pajak Masukan

PPN yang tercantum dalam e-Faktur atau dokumen tertentu yang
kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak merupakan Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli BKP atau Penerima JKP
sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP pembeli tidak bergantung pada
pelaporan e-Faktur atau dokumen tertentu vyang kedudukannya
dipersamakan dengan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN PKP penjual.

Pasal 122

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaranw

dalam Masa Pajak yang sama.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan
Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa
Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa
Pajak saat Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya
dipersamakan dengan Faktur Pajak dibuat.
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Ketentuan Peralihan (1/6)

Faktur Pajak Pengganti dan Pembatalan Faktur Pajak

Pembuatan Faktur Pajak
normal;
Pembuatan Faktur
pengganti; dan

Pembatalan Faktur Pajak

Pajak

I{,-r'_

Pembuatan Faktur
pengganti; dan
Pembatalan Faktur Pajak,

atas Faktur Pajak yang dibuat
n.‘__s-d- tanggal 31 Desember 2024}

~
Pajak

-
Dilakukan s.d.

tanggal 31
Desember
2024

PKP selain PKP
Toko Retail

—

N J

4 N
Dilakukan

sejak tanggal
1 Januari
2025

PKP Toko Retail

Pasal 133
huruf a, b, ¢, d

03/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022 *

Dilaksanakan menggunakan aplikasi e-
Faktur berdasarkan ketentuan PER-

,

PKP selain PKP
Toko Retail

PKP Toko Retail

ketentuan PER-17/PJ/2019 *

N

Dilaksanakan menggunakan aplikasi
VAT Refund for Tourists berdasarkan

J

03/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022 *

Dilaksanakan menggunakan aplikasi e-
Faktur berdasarkan ketentuan PER-

J

T T 1T T

* Dalam hal dilakukan menggunakan modul e-Faktur = bukan merupakan Faktur Pajak.

ketentuan PER-17/PJ/2019 *

N

Dilaksanakan menggunakan aplikasi
VAT Refund for Tourists berdasarkan

P
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Pasal 133 huruf e

Ketentuan Peralihan (2/6) rpiran D03

Faktur Pajak Pengganti pasca Dibuatkan Nota Retur/Pembatalan atas Faktur Pajak yang Diganti e
Dalam hal pembetulan atau penggantian Faktur Pajak dilakukan:

= sejak tanggal 1 Januari 2025 atas Faktur Pajak yang dibuat sampai dengan tanggal 31 Desember 2024; dan

= atas Faktur Pajak dimaksud telah dibuatkan nota retur/pembatalan sejak tanggal 1 Januari 2025,

pembetulan atau penggantian Faktur Pajak dilakukan tanpa memperhitungkan nota retur dan/atau nota pembatalan.

Contoh (lihat skema contoh kasus pada slide berikutnya):

PT P membuat Faktur Pajak pada tanggal 10 Desember 2024 atas penyerahan 10 unit BKP kepada CV DA dengan harga jual
sebesar Rp1.000.000,00 per unit menggunakan aplikasi e-Faktur, dengan mencantumkan jumlah DPP sebesar Rp10.000.000,00
dan jumlah PPN sebesar Rp1.100.000,00.

Pada tanggal 18 Januari 2025, CV DA mengembalikan 1 unit BKP dengan membuat nota retur menggunakan modul e-Faktur,
dengan mencantumkan nilai harga jual sebesar Rp1.000.000,00 dan PPN sebesar Rp110.000,00 atas BKP yang diretur.

Pada tanggal 20 Maret 2025, PT P melakukan pembetulan atau penggantian Faktur Pajak dengan membuat Faktur Pajak
pengganti menggunakan aplikasi e-Faktur karena terdapat kesalahan pencantuman nama merek BKP dalam Faktur Pajak yang
dibuat pada tanggal 10 Desember 2024. Dengan demikian, Faktur Pajak pengganti yang dibuat pada tanggal 20 Maret 2025
tersebut tidak memperhitungkan nota retur yang dibuat CV DA pada tanggal 18 Januari 2025, sehingga dalam Faktur Pajak
pengganti, dicantumkan:

= DPP sebesar Rp10.000.000,00, yaitu sama dengan DPP yang dicantumkan dalam Faktur Pajak yang diganti; dan

= PPN sebesar Rp1.100.000,00, yaitu sama dengan PPN yang dicantumkan dalam Faktur Pajak yang diganti.

Catatan: Lihat skema contoh di slide berikutnya.
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Skema Contoh Kasus Pasal 133 huruf e
FP Normal dan Pengganti via Aplikasi e-Faktur Legacy, Nota Retur/Pembatalan via Modul e-Faktur Coretax

Aplikasi e-Faktur Legacy

Faktur Pajak Normal

10 Desember 2024

DPP : Rp10.000.000
PPN : Rp 1.100.000

PKP Penjual melaporkan FP
normal sebagai PK pada SPT
Masa PPN normal Masa
Pajak Desember 2024.

PKP Pembeli melaporkan FP
normal sebagai PM pada SPT
Masa PPN normal Masa
Pajak Desember 2024.

Modul e-Faktur Coretax

Nota

Retur/Pembatalan
18 Januari 2025

DPP : Rp1.000.000
PPN : Rp 110.000

PKP Penjual melaporkan
Nota Retur/Pembatalan
sebagai pengurang PK pada
SPT Masa PPN normal Masa
Pajak Januari 2025.

PKP Pembeli melaporkan
Nota Retur/Pembatalan
sebagai pengurang PM pada
SPT Masa PPN normal Masa
Pajak Januari 2025.

Aplikasi e-Faktur Legacy

Faktur Pajak Pengganti

20 Maret 2025

Pembatalan

DPP : Rp10.000.000 :|_ Tidak memperhitungkan Nota Retur/

PPN : Rp 1.100.000

= Retur BKP/pembatalan JKP tanggal 18 Januari 2025 tetap

terjadi.

Secara sistem, pengurangan PK dan PM pada Masa Pajak Januari
2025 tidak dibatalkan (nilai pengurangan PK dan PM tetap ada).

= PKP Penjual:

* harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak
Desember 2024 untuk melaporkan FP keluaran pengganti;

dan

* tidak perlu pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari

2025.
= PKP Pembeli:

* harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak
Desember 2024 untuk melaporkan FP masukan pengganti;

dan

* tidak perlu pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari

2025.
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Pasal 134

Ketentuan Peralihan 3/6)

Perlakuan Faktur Pajak yang Dibuat Menggunakan Aplikasi e-Faktur legacy cfm. PER-13/PJ/2024 51

% Permintaan dan pemberian NSFP dilaksanakan berdasarkan ketentuan PER-03/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022, kecuali
ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) huruf ¢ PER-03/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022.

» e-Faktur wajib diunggah (di-upload) ke DJP menggunakan aplikasi e-Faktur legacy dan memperoleh persetujuan dari
DJP, paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur;

L)

4

* Faktur Pajak pengganti atas Faktur Pajak yang dibuat menggunakan aplikasi e-Faktur legacy, dibuat dengan
menggunakan:

= modul e-Faktur Coretax DJP; atau

= aplikasi e-Faktur legacy;

L)

.0

» Dalam hal Faktur Pajak pengganti dibuat setelah dibuat nota retur/pembatalan atas Faktur Pajak yang diganti, Faktur

Pajak pengganti yang dibuat dengan menggunakan:

= modul e-Faktur Coretax DJP, memperhitungkan nota retur/pembatalan, dan pengembalian (retur) BKP/pembatalan
JKP dianggap tidak terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

= aplikasi e-Faktur legacy, tanpa memperhitungkan nota retur/pembatalan, dan pengembalian (retur)
BKP/pembatalan JKP tetap terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

** Pembatalan Faktur Pajak atas Faktur Pajak yang dibuat menggunakan aplikasi e-Faktur legacy dilakukan dengan
menggunakan modul e-Faktur Coretax DJP.

(Lihat skema contoh kasus pada 2 slide berikutnya)
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Skema Contoh Kasus Pasal 134 huruf d angka 1 dan huruf e angka 1

FP Normal via Aplikasi e-Faktur Legacy, Nota Retur/Pembatalan dan FP Pengganti via Modul e-Faktur Coretax

Aplikasi e-Faktur Legacy Modul e-Faktur Coretax Modul e-Faktur Coretax
: —— Faktur Pajak P i
Faktur Pajak Normal aktur Pajak Pengganti
Retur/Pembatalan
11 April 2025 16 Mei 2025 4 Juli 2025
DPP : Rp10.000.000 DPP : Rp1.000.000 DPP : Rp9.000.000 ]_ Memperhitungkan Nota Retur/
PPN : Rp 1.200.000 PPN : Rp 120.000 PPN : Rp1.080.000 Pembatalan
= PKP Penjual melaporkan FP = PKP Penjual melaporkan = Retur BKP/pembatalan JKP tanggal 16 Mei 2025 dianggap tidak
normal sebagai PK pada SPT Nota Retur/Pembatalan terjadi. ‘ | |
Masa PPN normal Masa sebagai pengurang PK pada Secara sistem, pengurangan PK dan PM pada Masa Pajak Mei
Pajak April 2025. SPT Masa PPN normal Masa 2025 dibatalkan (menjadi tidak ada pengurangan PK dan PM).
= PKP Pembeli melaporkan FP Pajak Mei 2025. = PKP Penjual harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN:
normal sebagai PM pada SPT = PKP Pembeli melaporkan * Masa Pajak April 2025 untuk melaporkan FP keluaran
Masa PPN normal Masa Nota Retur/Pembatalan penggantlf dan -
Pajak April 2025. sebagai pengurang PM pada * Masa Pajak Mei 2025 untuk melaporkan pembatalan
SPT Masa PPN normal Masa pengurangan PK.
Pajak Mei 2025. = PKP Pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN:

* Masa Pajak April 2025 untuk melaporkan FP masukan
pengganti; dan

* Masa Pajak Mei 2025 untuk melaporkan pembatalan
pengurangan PM.
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Skema Contoh Kasus Pasal 134 huruf d angka 2 dan huruf e angka 2
FP Normal dan Pengganti via Aplikasi e-Faktur Legacy, Nota Retur/Pembatalan via Modul e-Faktur Coretax

Aplikasi e-Faktur Legacy Modul e-Faktur Coretax Aplikasi e-Faktur Legacy

Nota Retur/

Faktur Pajak Normal Faktur Pajak Pengganti

Nota Pembatalan

11 April 2025 16 Mei 2025 4 Juli 2025
DPP : Rp10.000.000 DPP : Rp1.000.000 DPP RplO-OOO-OOO} Tidak memperhitungkan Nota Retur/
PPN : Rp 1.100.000 PPN : Rp 110.000 PPN : Rp 1.100.000 J Pembatalan
= PKP Penjual melaporkan FP » PKP Penjual melaporkan = Retur BKP/pembatalan JKP tanggal 16 Mei 2025 tetap terjadi.
normal sebagai PK pada SPT Nota Retur/Pembatalan Secara sistem, pengurangan PK dan PM pada Masa Pajak Mei
Pajak April 2025. SPT Masa PPN normal Masa = PKP Penjual:
= PKP Pembeli melaporkan FP Pajak Mei 2025. * harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak
normal sebagai PM pada SPT » PKP Pembeli melaporkan April 2025 untuk melaporkan FP keluaran pengganti; dan
Pajak April 2025. sebagai pengurang PM pada = PKP Pembeli:
SPT Masa PPN normal Masa  harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak
Pajak Mei 2025 2025. April 2025 untuk melaporkan FP masukan pengganti; dan

* tidak perlu pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2025.
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Pasal 135

Ketentuan Peralihan (4/6)
Relaksasi Faktur Pajak yang Tidak Lengkap Cetakan Keterangannya

\/
000

L (4

54
Dalam hal e-Faktur yang dibuat pada Masa Pajak Januari 2025, Februari 2025, dan Maret 2025 yang
diunduh dalam bentuk portable document format dan/atau dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy) tidak
tercantum 1 (satu) atau lebih keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 PER Faktur Pajak, e-Faktur
dimaksud dianggap lengkap sepanjang keterangan dimaksud telah terdapat dalam sistem administrasi DJP
dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

PPN yang tercantum dalam e-Faktur dimaksud yang telah memperoleh persetujuan dari DJP merupakan
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP sepanjang
memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.
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Ketentuan Peralihan (s5/6)
Faktur Pajak yang Dibuat Tidak Sesuai dengan PMK-11/2025

a.

Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang dibuat sejak tanggal 1 Januari 2025 s.d.
3 Februari 2025 untuk penyerahan BKP, penyerahan JKP, dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean yang seharusnya menggunakan DPP berupa nilai lain ¢cfm. PMK-11/2025, tetapi, menggunakan:

1. DPP berupa nilai lain berdasarkan PMK lama cfm. Pasal 3 PMK-11/2025 dan tarif PPN sebesar 12%; atau

2. DPP berupa nilai lain berdasarkan PMK lama c¢fm. Pasal 3 PMK-11/2025 dan tarif PPN sebesar 11%,

dianggap telah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
sepanjang Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dimaksud telah mencantumkan
keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang dibuat sejak tanggal 1 Januari 2025 s.d.
3 Februari 2025 untuk penyerahan BKP dan penyerahan JKP yang seharusnya menggunakan besaran tertentu PPN ¢cfm. PMK-11/2025,
tetapi menggunakan:

1. besaran tertentu PPN berdasarkan PMK lama cfm. Pasal 13 PMK-11/2025 dan tarif PPN sebesar 12%; atau

2. besaran tertentu PPN berdasarkan PMK lama cfm. Pasal 13 PMK-11/2025 dan tarif PPN sebesar 11%,

dianggap telah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
sepanjang Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dimaksud telah mencantumkan
keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Atas kelebihan pemungutan PPN karena penggunaan DPP dan tarif PPN sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 atau besaran

tertentu PPN dan tarif PPN sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pihak terpungut meminta pengembalian kelebihan pemungutan PPN kepada PKP penjual; dan

2. berdasarkan permintaan pengembalian dari pihak terpungut sebagaimana dimaksud pada angka 1, PKP penjual melakukan
pembetulan atau penggantian Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Pasal 136

55
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Pasal 143

Ketentuan Peralihan (6/6)

Relaksasi Bentuk Faktur Pajak o

Bentuk Faktur Pajak sehubungan dengan pelaporan PPN dan PPnBM dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti

Administrasi Perpajakan:

= untuk Masa Pajak Januari 2025 s.d. Masa Pajak Mei 2025;

= vyang dibuat dan/atau disampaikan melalui Portal Wajib Pajak atau laman/aplikasi lain yang terintegrasi dengan
sistem administrasi DJP melalui PJAP sejak tanggal 1 Januari 2025 s.d. 21 Mei 2025,

dianggap telah memenuhi ketentuan peraturan di bidang perpajakan.
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Ketentuan Penutup pasa 1461, 147

57

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak; dan
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022 tentang Perubahan Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak,
tetap berlaku terbatas untuk pembuatan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2024 tentang Pembuatan Faktur Pajak bagi
Pengusaha Kena Pajak Tertentu Sehubungan dengan Penerapan Sistem Inti Administrasi
Perpajakan.

PER-11/PJ/2025
Mulai Berlaku pada Tanggal

22 Mei 2025
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DOKUMEN TERTENTU YANG
KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN
DENGAN FAKTUR PAJAK



Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Konstruksi Pengaturan

SSP atas penyerahan BKP melalui juru lelang

59

SSP atas pemanfaatan BKPTB atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

Pasal

Pengaturan

SSP atas pengeluaran BKP milik subjek pajak luar negeri dari kawasan berikat ke TLDDP

SSP atas pengeluaran dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP dari KPBPB ke TLDDP

Pasal 62

Daftar dokumen tertentu yang
kedudukannya dipersamakan dengan
Faktur Pajak

SSP terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh pelaku usaha di KEK kepada pembeli dan/atau penerima jasa
yang berkedudukan di TLDDP yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN

Pasal 63

Klaster Surat Setoran Pajak (Psl 62 huruf k)

SSP terkait dengan pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan BKP oleh pelaku usaha di KEK kepada
pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di TLDDP yang pada saat impor, pemanfaatan, atau
perolehannya tidak dipungut PPN

SSP untuk kegiatan membangun sendiri -_

Pasal 64

Klaster pemberitahuan pabean impor (Psl
62 huruf n)

SSP untuk pembayaran inisiatif (voluntary payment) -

Seluruh SSP atau sarana administrasi lain atas pelunasan PPN/PPnBM secara renteng —

Pasal 65

Klaster dokumen pengeluaran barang dari
kawasan berikat (Psl huruf 62 huruf q)

Pasal 66

Klaster pemberitahuan pabean kawasan
ekonomi khusus (Psl huruf 62 huruf r)

Pasal 67

Informasi minimal yang harus dimuat
dalam dokumen tertentu

PIB;
PIB khusus;

Pemberitahuan pemberlFahuan atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut (customs
declaration);

Pabean Impor

PIB untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat;

untuk impor BKP : . : - -
pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor;

PIB dari pusat logistik berikat; dan

dokumen pemberitahuan pabean impor lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan.

Pemberitahuan Pabean Impor untuk impor BKP dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor

dokumen pengeluaran barang asal Daerah Pabean dari kawasan berikat ke TLDDP

Pasal 68

Persyaratan formal dan material untuk
dokumen tertentu

dokumen pengeluaran barang asal LDP dari kawasan berikat selain PLB ke TLDDP

dokumen pengeluaran barang dari kawasan berikat ke kawasan berikat Lainnya

PPKEK untuk impor BKP ke KEK

Pasal 69

Pengkreditan Pajak Masukan

PPKEK untuk ekspor dari KEK

N

dokumen pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP yang merupakan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP

Pasal 70

Sanksi apabila dokumen tertentu tidak
memenuhi persyaratan formal

dokumen pengeluaran barang dari KEK ke TPB atau KEK lainnya yang merupakan penyerahan BKPdan/atau JKP oleh
PKP

dokumen pengeluaran barang dari KEK ke KPBPB yang merupakan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP
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Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Perubahan PEB dan PIB

yang
mencantumkan identitas pemilik barang berupa
nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor,
invoice dan bill of lading atau airway bill yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut,
untuk ekspor BKP

mencantumkan identitas pemilik barang berupa
nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan
SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai vyang
mencantumkan identitas pemilik barang berupa
nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu
kesatuan vyang tidak terpisahkan dengan PIB
tersebut, untuk impor BKP

yang
mencantumkan
dan/atau data identitas pemilik
barang berupa nama, alamat, dan Nomor
Pokok Wajib Pajak, yang dilampiri dengan
nota pelayanan ekspor dan Dokumen
pelengkap pabean yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
pemberitahuan pabean ekspor tersebut,
untuk ekspor Barang Kena Pajak

dan
Dokumen pendukung yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
pemberitahuan pabean impor, untuk impor
Barang Kena Pajak berwujud

60

Menyesuaikan
dengan ketentuan
kepabeanan

Untuk
mengakomodasi CN
(ekspor barang
kiriman)

Menyesuaikan
dengan ketentuan
kepabeanan
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Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Penambahan Dokumen Tertentu 61

Dokumen tagihan yang diterbitkan oleh Pihak Lain yang memfasilitasi transaksi pengadaan barang dan jasa pada SIPP PMK 58/2022

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bupot dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang dibuat melalui
sarana elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk penyerahan aset
kripto yang diselenggarakan oleh Penyelenggara PMSE Kripto

bukti tagihan untuk penyerahan jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan 7
aset kripto oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

bukti pembayaran komisi (statement of account) dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah kepada agen
asuransi yang dibuat melalui sistem perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah untuk penyerahan jasa agen

asuransi oleh agen asuransi kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi
syariah Asuransi

bukti tagihan atas penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi yang dibuat oleh Perusahaan pialang asuransi
dan perusahaan pialang reasuransi

Dokumen perikatan berupa kontrak, invois, atau Dokumen sejenis untuk pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud
atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai
tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang dilampiri dengan Dokumen yang berisi
rincian jenis dan nilai Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak

pemanfaatan
BKPTB/JKP yang
mendapatkan fasilitas

tagihan atas penjualan agunan atau Dokumen lain yang sejenis untuk penyerahan Barang Kena Pajak berupa agunan oleh . AYDA
kreditur kepada pembeli agunan

Dokumen lain yang diatur sebagai Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak berdasarkan Pengaturan dalam

Peraturan Menteri. PMK
www.pajak.go.id




Pasal 146.b, 147

Ketentuan Penutup
62
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021 tentang Dokumen Tertentu yang

Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER-11/2025

Legacy vs Coretax
Legacy

SPT Masa PPN 1111

SPT Masa PPN 1111 DM

SPT Masa Unifikasi Instansi /’

Pemerintah (Bagian PPN)

*mulai digunakan sejak Masa Pajak Januari 2025

Coretax (PER-11/2025)*

SPT Masa PPN bagi PKP

SPT Masa PPN bagi PKP yang

Menggunakan Pedoman

Penghitungan Pengkreditan PM

SPT Masa PPN bagi Pemungut
PPN dan Pihak Lain yang Bukan

Merupakan PKP

pengguna
—_— >

pengguna

pengguna
—

64
PKP
PKP yang menggunakan
pedoman penghitungan
pengkreditan PM  (PMK-

74/2010) dan PKP yang
melaporkan PPN untuk Masa
Pajak sebelum dikukuhkan
sebagai PKP (Ps. 9 ayat (9a) UU
PPN)

Pemungut PPN (Ps. 16A UU
PPN) dan Pihak Lain dalam
negeri (Ps. 32A UU KUP) non-
PKP
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Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER 11/2025
SPT Masa PPN bagi PKP

65

Lampiran

Formulir A1

Daftar Ekspor
BKP
Berwujud,
Ekspor BKPTB
dan/atau
Ekspor JKP

Formulir A2

Daftar Pajak
Keluaran atas
Penyerahan
Dalam Negeri
dengan
Faktur Pajak

Formulir B1

Daftar Pajak
Masukan
yang Dapat
Dikreditkan
atas Impor
BKP dan
Pemanfaatan
BKPTB/JKP
dari Luar
Daerah
Pabean

Formulir B2

Daftar Pajak
Masukan
yang Dapat
Dikreditkan
atas
Perolehan
BKP/JKP
Dalam Negeri

Formulir B3

Daftar Pajak
Masukan
yang Tidak
Dikreditkan
atau yang
Mendapat
Fasilitas

Formulir C

Daftar PPN
atau PPN
dan PPnBM
yang
Dipungut
oleh Pihak
Lain**

A

* Tidak ada lagi formulir AB (digabung ke Induk).
** Diisi bagi PKP yang juga merupakan Pihak Lain cfm. Ps. 32A UU KUP dan melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan tersebut.
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Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER 11/2025
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Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER 11/2025

SPT Masa PPN bag

i PKP

®

Induk SPT Masa PPN bagi PKP
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Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER 11/2025

SPT Masa PPN bagi PKP 68

Pembaruan dan Penyempurnaan terkait Bentuk dan Isi SPT Masa PPN bagi PKP

Penambahan detil penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM yang dilaporkan secara digunggung (Induk
Romawi | Huruf A Angka 9).

Penambahan detil PM yang dapat dikreditkan berdasarkan kode FP (Induk Romawi Il Huruf B, C, dan D).

Penambahan detil impor atau perolehan BKP/JKP yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN
(Induk Romawi Il Huruf I).

Penambahan mekanisme penghitungan kelebihan pemungutan PPN oleh PKP yang merupakan Pemungut PPN Pasal 16A UU PPN
sebagai pengurang PK yang harus dipungut sendiri (Induk Romawi Il Huruf D).

Perluasan penggunaan field pembayaran kembali PM yang tidak dapat dikreditkan, tidak terbatas pada PKP yang belum
melakukan penyerahan (Induk Romawi V).

Penambahan mekanisme penghitungan kelebihan pemungutan PPnBM oleh PKP yang merupakan Pemungut PPN Pasal 16A UU
PPN sebagai pengurang PPnBM yang harus dipungut sendiri (Induk Romawi VI Huruf B).

Penambahan restitusi LB PPNnBM melalui mekanisme pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang (Induk Romawi VI Huruf
F).

Penambahan detil pemungutan PPN/PPnBM bagi PKP yang juga merupakan Pemungut PPN Pasal 16A UU PPN (Induk Romawi VII).
Penambahan detil pemungutan PPN/PPnBM bagi PKP yang juga merupakan Pihak Lain Pasal 32A UU KUP (Induk Romawi VIII).
Penyesuaian daftar dokumen yang dapat dilampirkan dalam SPT (Induk Romawi IX).

Penambahan Formulir C (Lampiran Formulir C).

www.pajak.go.id



Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER 11/2025
SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM

Lampiran

Formulir A1

Daftar Ekspor
BKP
Berwujud,
Ekspor BKPTB
dan/atau

Ekspor JKP i

Formulir A2

Daftar Pajak
Keluaran atas
Penyerahan
Dalam Negeri
dengan Faktur
Pajak

Formulir B3

Daftar Pajak Masukan
yang Tidak
Dikreditkan atau yang
Mendapat Fasilitas

4

Formulir C

Daftar PPN
atau PPN dan
PPnBM yang

Dipungut
oleh Pihak Lain*

A

* Diisi bagi PKP yang juga merupakan Pihak Lain cfm. Ps. 32A UU KUP dan melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan tersebut.
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I Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER 11/2025

SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM 70

Induk SPT Masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM
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I Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER 11/2025

SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM

71

Induk SPT Masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM
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Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER 11/2025

SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM 72

Pembaruan dan Penyempurnaan terkait Bentuk dan Isi SPT Masa PPN bagi PKP

yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM
Penambahan detil penyerahan dan perolehan barang/jasa (Induk Romawi | dan Romawi ).

Penambahan mekanisme penghitungan kelebihan pemungutan PPN oleh PKP yang menggunakan pedoman
penghitungan pengkreditan PM yang juga merupakan Pemungut PPN Pasal 16A UU PPN sebagai pengurang PK (Induk
Romawi Il Huruf C).

Penambahan field pembayaran kembali PM yang tidak dapat dikreditkan (Induk Romawi V).

Penambahan mekanisme penghitungan kelebihan pemungutan PPnBM oleh PKP yang merupakan pedoman
penghitungan pengkreditan PM yang merupakan Pemungut PPN Pasal 16A UU PPN sebagai pengurang PPnBM yang
harus dipungut sendiri (Induk Romawi VI Huruf B).

Penambahan restitusi LB PPnBM melalui mekanisme pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang (Induk Romawi
VI Huruf F).

Penambahan detil pemungutan PPN/PPnBM bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM
yang juga merupakan Pemungut PPN Pasal 16A UU PPN (Induk Romawi VII).

Penambahan detil pemungutan PPN/PPnBM bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM
yang juga merupakan Pihak Lain Pasal 32A UU KUP (Induk Romawi VIII).

Penyesuaian daftar dokumen yang dapat dilampirkan dalam SPT (Induk Romawi IX).

Penambahan Formulir A1, B3, dan C (Lampiran Formulir A1, B3, dan Q).
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I Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER 11/2025

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP

Lampiran
Formulir L1 Formulir L2
Daftar PPN Daftar PPN
atau PPN dan PPnBM yang atau PPN dan PPnBM yang
Dipungut Dipungut
oleh Pemungut PPN yang oleh Pihak Lain**
Bukan Merupakan PKP*

* Form 1107 PUT 2 dalam SPT Masa PPN 1107 PUT, dengan perubahan yaitu juga digunakan oleh Intansi Pemerintah non-PKP.
** Form 1107 PUT 3 dalam SPT Masa PPN 1107 PUT.

73

www.pajak.go.id



I Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER 11/2025

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP

74

Induk SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang bukan merupakan PKP
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Jenis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Diatur dalam PER 11/2025

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP 75

Pembaruan dan Penyempurnaan terkait Bentuk dan Isi SPT Masa PPN bagi

Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP

1. Perluasan penggunaan SPT untuk melaporkan pemungutan PPN/PPnBM oleh Instansi Pemerintah non-
PKP.

2. Penambahan detil nilai pembetulan SPT dalam rangka penghitungan KB (LB) pemungutan PPN/PPnBM
oleh Pemungut PPN Pasal 16A UU PPN (Induk Romawi | Huruf B dan Huruf C).

3. Penambahan restitusi LB PPN/PPnBM bagi Pemungut PPN Pasal 16A UU PPN melalui mekanisme
pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang (Induk Romawi | Huruf D).

4. Penambahan detil nilai pembetulan SPT dalam rangka penghitungan KB (LB) pemungutan PPN/PPnBM
oleh Pihak Lain Pasal 32A UU KUP (Induk Romawi Il Huruf B dan Huruf C).

5. Penambahan restitusi LB PPN/PPnBM bagi Pihak Lain Pasal 32A UU PPN melalui mekanisme
pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang (Induk Romawi Il Huruf D).

www.pajak.go.id



Konsep Pembetulan SPT Masa PPN

Delta dan Replace

Pembetulan SPT yang tidak menggantikan/menegasikan SPT
yang dibetulkan. Nilai SPT Pembetulan merupakan selisih antara
nilai SPT Pembetulan dengan SPT yang dibetulkan.

tersebut.

Pembetulan SPT yang menggantikan/menegasikan SPT yang
dibetulkan. Nilai SPT Pembetulan merupakan nilai SPT Pembetulan

Penerapan Konsep Delta dan Replace pada SPT Masa PPN

SPT LB dibetulkan menjadi LB lebih kecil

SPT LB dibetulkan menjadi Nihil

SPT LB dibetulkan menjadi KB

Delta atau Replace

Skema Pembetulan SPT Masa PPN Legacy* Coretax**
SPT KB dibetulkan menjadi KB lebih besar, Delta Delta
KB lebih kecil, Nihil, atau LB
SPT LB dibetulkan menjadi LB lebih besar Delta

Delta atau Replace
(Replace hanya untuk Pembetulan terhadap SPT
bersatus LB pemeriksaan)

SPT Nihil dibetulkan menjadi LB atau KB

Delta

Delta

* SPT Masa PPN 1111.

** SPT Masa PPN bagi PKP dan SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM.

76
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Konsep Pembetulan SPT Masa PPN

Delta dan Replace

Penerapan dalam SPT Masa PPN bagi PKP

SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2025 dengan status lebih bayar sebesar Rp200.000,00 dan lebih bayar tersebut oleh PKP dimintakan
pengembalian melalui proses pemeriksaan. SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2026 telah dilaporkan pada tanggal 16 Februari 2026. Pada tanggal 20
Februari 2026, sebelum dimulainya proses pemeriksaan, PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2025 dengan status lebih

bayar lebih kecil, yaitu menjadi sebesar Rp150.000,00. Untuk contoh kasus ini, PKP mempunyai pilihan delta atau replace untuk melaporkan
pembetulan SPT Masa PPN.

77

Delta
il PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIN BAYAR S
f [Rupiak)
E PPN korang atsw (lebih) bayar (01LA - LS - 8 C - 0D 150.000
= PR kurang slsu (labih] boyar pads SET yang dibstulkan sebelummya _200 OOO
——
i PP kurang atau Bebih) bayar karena pembatulan SHT (0E - ILF | Ganti SPT Sabsdurmnya 50.000
Replace
il PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LERIH BAYAR LI
: {Rupiah)
F PPN korang atsw (lebih) beyar (H1LA - LS - 18.C - 0D
o - - -150.000
F PP l-:.-unl! alou (labil] bovar pads SPT ying d betulkan sebélurmnga O
P—
(s PPY kurang atau (ebil) beyar kareng pembatulan SHT (E - II1F Ganti 5PT Sobslumnya
. L v -150.000
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SPT Masa PPN

Hal-hal Lain Terkait SPT Masa PPN 78

IP menyetor PPN ke kas negara menggunakan

Surat Setoran Pajak (SSP) dengan kode akun
pajak 411211 dan kode jenis setoran 108

O

SSP diperlakukan sebagai SSP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf |
(dokumen tertentu yang dipersamakan dengan
faktur pajak)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
v
B~ 1
&
-
d:.l
el —————

INSTANSI
PEMERINTAH

NON PKP

IP wajib melaporkan PPN dengan ketentuan:
1. IP PKP melaporkan penyetoran PPN dalam
SPT Masa PPN bagi PKP; dan

2. IP NON PKP dianggap telah melaporkan
penyetoran PPN sepanjang telah melakukan
penyetoran PPN.
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SPT Masa PPN

Ketentuan Peralihan & Penutup

Penyampaian atau pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak Januari 2025
yang dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2025, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1.

2.

2.

dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111, SPT Masa PPN 1111 DM, SPT Masa
PPN 1107 PUT, dan SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah;

dilakukan dengan menggunakan NPWP cabang bagi PKP yang tidak melaksanakan pemusatan
tempat PPN terutang sebelum 1 Januari 2025 dan diadministrasikan pada KPP tempat PKP terdaftar;
dan

dalam hal terdapat kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang berasal dari pembetulan SPT
Masa PPN sebelum Masa Pajak Januari 2025, kompensasi kelebihan pembayaran tersebut
diperhitungkan sebagai kompensasi kelebihan PPN pada SPT Masa PPN pertama dengan status
normal yang belum disampaikan setelah Masa Pajak yang dilakukan pembetulan.

Pencabutan PER-45/PJ/2010 stdd PER-10/PJ/2013 (SPT Masa PPN 1111 DM), PER-29/PJ/2015 (SPT

Masa PPN 1111), PER-17/PJ/2021 (SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah), dan PER-14/P)/2022 (SPT
Masa PPN 1107 PUT).

Pemberlakuan PER-11/2025 mulai tanggal 22 Mei 2025.
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BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN MASA
BEA METERAI
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Pelaporan SPT Masa Bea Meterai

K

1 Januari 2025

I |
| I
|

1 v SPT Masa Bea Meterai disampaikan melalui :
; Coretax DJP |
| |
| |

cfm. Pasal 477 PMK-81/2024
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RESUME - POKOK PERUBAHAN

Penetapan
Pemungut

Pemungutan,
Penyetoran,
dan
Pelaporan

Pencabutan

Penetapan
Pemungut

82

PMK-151/2021

PMK-78/2024

Dilaksanakan di KPDJP

Secara jabatan atau berdasarkan pemberitahuan dari Wajib
Pajak

Registrasi Pemungut dilakukan secara manual

\
>

Dilaksanakan di KPP
Secara jabatan atau berdasarkan permohonan oleh Wajib Pajak
Registrasi Pemungut dilakukan di Coretax DJP

Pemungutan menggunakan Meterai Percetakan, Meterai
Elektronik, dan/atau Tanda Pemungutan

Pemungut menggunakan kuota meterai elektronik milik
distributor

Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
setelah masa pajak berakhir, dengan kode:

* 411611-900 untuk Meterai Percetakan

* 411611-901 untuk Tanda Pemungutan

* 411611-902 untuk Meterai Elektronik

Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir

Pemungutan menggunakan Meterai Percetakan, Meterai Elektronik,
Meterai Teraan Digital, dan/atau Tanda Pemungutan

Distribusi meterai elektronik langsung dari PERURI ke Pemungut, tanpa
deposit

Sejak masa pajak November 2024, penyetoran dan pelaporan paling
lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
Coretax DJP, KJS 411611-900

Dilaksanakan di KPDJP, secara jabatan

Proses pencabutan penetapan Pemungut dilakukan secara
manual

Pencabutan mulai berlaku sejak awal bulan berikutnya
setelah tanggal surat pencabutan

Z

Dilaksanakan di KPP, secara jabatan dan berdasarkan permohonan
Pemungut

Pencabutan Pemungut dilakukan di Coretax DJP

Pencabutan mulai berlaku sejak tanggal surat pencabutan

1 —— www.pajalz.go.id



SPT Masa Bea Meterai

—  Induk

SPT Masa
Bea Meterai

— Lampiran

Catatan:

1. Kode billing hanya dapat dibuat setelah
membuat draft SPT dengan KJS 411611-900.

2. Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan
menggunakan Deposit Pajak atau kode billing
pada draft SPT.

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea
| Meterai, termasuk penerbitan Dokumen yang mendapat fasilitas
| pembebasan dari pengenaan Bea Meterai.

/
Terdiri atas:
1. Formulir L1 - Daftar Pemungutan Menggunakan Meterai Percetakan

Digunakan untuk melaporkan daftar cek dan/atau bilyet giro yang dipungut
menggunakan Meterai Percetakan.

2. Formulir L2 - Daftar Pemungutan Menggunakan Meterai Elektronik

Digunakan untuk melaporkan daftar Dokumen yang dipungut menggunakan
Meterai Elektronik.

|
I
|
l
I
|
I
I
: 3. Formulir L3 - Daftar Dokumen yang Tidak Dapat Dibubuhi Meterai Elektronik
I
I
I
|
I
|

Digunakan untuk melaporkan daftar Dokumen yang dipungut menggunakan
Meterai Teraan Digital dan tanda pemungutan.

4. Formulir L4 - Daftar Dokumen yang Mendapat Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan
Bea Meterai

Digunakan untuk melaporkan daftar Dokumen yang mendapat fasilitas
pembebasan dari pengenaan Bea Meterai.

- I I I D B B B B e e e e
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Data untuk Pengisian SPT Masa Bea Meterai

Untuk kebutuhan pengisian
SPT Masa Bea Meterai, DJP ——
menyediakan:

40 Daftar pemungutan menggunakan Meterai Elektronik

I Bersumber dari data pembubuhan yang telah melalui |
I proses penyelesaian (settlement) antara Pemungut dan:

| Peruri |

: Disediakan melalui Portal Wajib Pajak dan dapat :
| digunakan oleh Pemungut wuntuk mengisi Daftar |
I Dokumen yang Tidak Dapat Dibubuhi Meterai Elektronik |

I (Formulir L3) I
|
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Pembetulan SPT Masa Bea Meterai

1. SPT Masa Bea Meterai kurang bayar, dibetulkan menjadi kurang bayar lebih besar

1 Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor Rp 1.500.000
2 Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor dari SPT yang dibetulkan  Rp 1.000.000
3 Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor karena pembetulan (1-2) Rp 500.000

Akibat kurang bayar yang lebih besar maka kekurangan sebesar Rp500.000 wajib disetorkan ke kas negara.

2. SPT Masa Bea Meterai kurang bayar, dibetulkan menjadi kurang bayar lebih keclil

1 Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor Rp 800.000
2 Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor dari SPT yang dibetulkan  Rp 1.000.000
3 Bea Meterai kurang atau (lebih) disetor karena pembetulan (1-2) Rp (200.000)

Akibat kurang bayar yang lebih kecil maka kelebihan pembayaran sebesar Rp200.000 dapat dimintakan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
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Wajib Pajak diminta untuk segera melakukan pembetulan SPT Masa Bea
Meterai Masa Pajak Desember 2024 s.d. April 2025 dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan jumlah Formulir L2 telah sesuai dengan jumlah settlement
Peruri.

|

|

I

|

|

|

|

I

|

|

I

2. Memastikan SPT pembetulan telah sesuai dengan keadaan yang !
sebenarnya dan telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas kemudian !
melaporkannya. !
|

|

I

|

|

|

|

3. Jika belum melaporkan SPT diminta untuk segera melaporkan SPT Masa
Bea Meterai Masa Pajak Desember 2024 s.d. April 2025 dan masa pajak
lainnya.

www.pajak.go.id



Edukasi perpajakan di Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di Hubungi unit kerja DJP di

edukasi.pajak.go.id pengaduan.pajak.go.id www.pajak.go.id/unit-kerja



u Terima kasih
d- Pajak Kita, Untuk Kita
IP

OO0OE@ DitjenPajakrl www.pajak.goid B 1500200
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